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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

Menimbang :

Mengingat

=

BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009
WALIKOTA SURABAYA,

bahwa agar pengelolaan biaya operasional pendidikan dapat
dilaksanakan secara secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai
prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditetapkan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun
2009 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009;

bahwa agar pemberian biaya operasional pendidikan dapat
dilaksanakan secara optimal, maka prosedur penyaluran dan
penerimaan biaya operasional pendidikan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan
Tahun 20009.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4864);
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Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 36);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah Bagi Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 32);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008
Nomor 88) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2009 (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 67).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA
OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009.

Pasal |

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan
Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penyaluran dana untuk tahap | dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran membuat SPP biaya operasional
pendidikan diajukan kepada PA melalui PPK-SKPD untuk
diterbitkan SPM atas nama sekolah penerima biaya operasional
pendidikan;

b. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada
Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D atas nama
sekolah penerima biaya operasional pendidikan;

c. berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank
Jatim mentransfer dana ke rekening masing-masing sekolah
penerima biaya operasional pendidikan.

(2) Penyaluran dana untuk tahap berikutnya dilakukan apabila
Bendahara Pengeluaran telah menerima rekapitulasi belanja yang
dilengkapi dengan salinan bukti-bukti pengeluaran.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2009
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di .................



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat |
NIP. 19720831 199703 1 004




